BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Partisipasi
Masyarakat dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah
(PILKADA) Tahun 2020 di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, dapat
disimpulkan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Dompu telah menjalankan pengawasan pada
Pemilihan Kepala Daerah di wilayah tersebut dengan menerapkan tiga
langkah dalam pengawasannya selama PILKADA, meliputi tahap
pengawasan, pencegahan, dan tindakan yang telah diterapkan oleh Bawaslu
Kabupaten Dompu.

Bawaslu Kecamatan Hu’u di Kabupaten Dompu telah berhasil
mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk
mengurangi praktik kecurangan, khususnya politik uang (money politic),
dalam Pemilihan Kepala Daerah. Upaya ini mencakup pelaksanaan patroli
pencegahan di berbagai kecamatan atau wilayah yang diidentifikasi rentan
terhadap praktik politik uang. Tujuan dari patroli ini adalah mengurangi dan
mencegah praktik politik uang selama masa kampanye dan masa tenang
Pilkada.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penanganan
pelanggaran PILKADA di Kecamatan Hu’u masih menunjukkan tingkat yang

rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran
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5.2

masyarakat terhadap peran penting partisipasi dalam pengawasan partisipatif.
Kekurangan pengetahuan dan kesadaran terhadap politik uang juga berpotensi
menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada.

Proses Pemilihan Kepala Daerah sebenarnya berlangsung dengan
baik, namun kembali kepada masyarakat sebagai elemen kunci dalam
menentukan pilihan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya penanganan
dan pemberantasan politik uang dalam Pilkada, sehingga pemimpin yang
terpilin benar-benar berkualitas dan bukan hasil dari pembayaran yang
dilakukan. Edukasi menjadi hal yang penting, terutama dalam aspek hukum,
namun lebih dari itu, fokus edukasi seharusnya lebih ditekankan pada politik
uang. Kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya
politik uang, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat
mengancam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat yang masih rendah
dalam penanganan pelanggaran PILKADA disebabkan oleh kurangnya
pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peran penting mereka
dalam pengawasan partisipatif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran
mengenai politik uang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran
selama proses Pilkada.

Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti

ingin memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah sebagai

berikut:

68



1. Bawaslu perlu memperketat pengawasannya melalui kolaborasi dengan
KPU, Panwaslu, aparat hukum, serta melibatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemusnahan praktik politik
uang. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung langkah-
langkah Bawaslu dalam memberantas money politic, dengan tujuan
mencapai proses Pilkada yang jujur dan adil. Memberikan edukasi lebih
terhadap masyarakat dengan cara melakukan seperti melakukan sosialisasi
untuk meningkatkan suatu kesadaran masyarakat mengenai politik uang
(money politi).

2. Tindakan hukum terhadap money politic perlu diperketat untuk
menciptakan efek jera dan rasa takut bagi pelaku money politic, termasuk

pemberi, penerima, dan perantara.
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Lampiran 1 Gambar 4.1 kegiatan Sosialisasi bawaslu tentang politik uang
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Sumber:dokumentasi Bawaslu Kabupaten Dompu dok.2020
Lampiran 3. Gambar 4.3 Kegiatan Pengawasan Politik Pilkada Kabupaten

Dompu

Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Dompu dok.2020

Lampiran 4 Wawancara Dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu
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Lampiran 5. Wawancara Dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Hu’u
“ |

&=




Lampiran 6. Dokumentasi sesudah wawancara Penelitian dengan anggota
Bawaslu Kabupaten Dompu
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